BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembaahsan yang terdapat dalam analisis Bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ruang terbuka
hijau publik dan fasilitas umum dilaksanakan oleh perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan di bidang RTHP seperti Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) yang bertanggung jawab atas pembangunan
RTH Publik, pengadaan tanah, kompensasi pemanfaatan ruang, dan
hibah. Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui tahapan
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemeliharaan RTH
Publik. Saat ini RTH Publik Kota Yogyakarta baru mencapai 8,06%
dari total luas wilayah, sehingga masih perlu penambahan sekitar
11,94% untuk memenuhi proporsi minimal 20% sebagaimana
ditentukan oleh UU Penataan Ruang.

2. Hambatan yang dihadapi terhadap penyediaan RTH Publik di Kota
Yogyakarta terdiri atas hambatan internal dan eksternal. Dari segi
internal, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam
pengadaan lahan dan pemeliharaan RTH Publik yang telah ada,

mengingat tingginya harga tanah serta prioritas pembangunan lain yang
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harus dipenuhi, selain itu, minimnya tenaga ahli dan tenaga
pemeliharaan  RTH Publik menyebabkan pengelolaan dan
keberlanjutan RTH kurang optimal. Sedangkan hambatan eksternal
yang dihadapi antara lain keterbatasan lahan dan lokasi yang sesuai
untuk pengembangan RTH, serta harga tanah yang tinggi menjadi
kendala dalam pemilihan lokasi strategis. Selain itu, banyaknya
permintaan masyarakat akan RTH sebagai tempat kegatan ekonomi,
bukan sekadar untuk tutupan vegetasi. Masalah sumber air yang
terbatas dan kurang memadai menjadi kendala dalam pemelihraan
tumbuhan di RTH Publik yang memerlukan perawatan untuk
memastikan keberlanjutan dan kualitasnya.

. Solusi terhadap hambatan internal dan eksternal dalam penyediaan
RTH Publik di Kota Yogyakarta menekankan pendekatan yang
komprehensif dan berkelanjutan. Optimalisasi anggaran, bekerja sama
dengan pihak swasta, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi dari
SDM menjadi langkah utama dalam mengatasi hambatan internal.
Selain itu, pembentukan tim koordinasi dapat mempercepat proses
pengadaan dan pengelolaan RTH Publik. Sementara itu, solusi terhadap
hambatan eksternal meliputi audit tata ruang, pemanfaatan lahan
pemerintah, penerapan konsep ruang hijau vertikal, serta peningkatan
partispasi masyarakat melalui edukasi dan program kolaboratif.
Regulasi yang diperketat mengenai perlindungan jalur hijau juga

diperlukan untuk menjaga keberlanjutan RTH Publik. Dengan berbagai
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strategi terkait solusi terhadap hambatan internal dan eksternal tersebut,
diharapkan penyediaan RTH Publik dapat berjalan optimal demi

mendukung kesimbangan lingkungan perkotaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai
berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan proporsi minimal RTH Publik sebesar 20%,
Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan optimalisasi
peningkatan tutupan vegetasi melalui meningktkan intensitas
pelaksanaan pembangunan RTH Publik di berbagai lahan kosong yang
masih tersedia untuk dimanfaatkan dan dibangun sebuah RTH Publik.
Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap alih
fungsi lahan agar tidak mengurangi potensi RTH yang direncanakan.
Beberapa hal tersebut diharapkan penyediaan RTH Publik dapat
berjalan efektif dan berdampak positif terhadap keseimbangan
lingkungan perkotaan di Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penyediaan RTH
Publik, pemerintah perlu mencari solusi inovatif dalam pemanfaatan
lahan terbatas seperti taman vertikal di sekitar gedung publik. Selain
itu, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi secara berlanjut kepada
masyarakat untuk mendorong partisipasi serta membentuk kesadaran
diri masyarakat terhadap lingkungan hidup agar pemeliharaan RTH

Publik di Kota Yogyakarta berjalan optimal.
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